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FENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA
John Kenedi*

Abstrak

Persoalan penegakan lkum di Indonesu merupakan persoalan klasik yang hingga kini semakin pelik
tanpa mengalan kemajuan wang berarti. Sementara, permasalehan  penegakan o dalamt
masyaranat merupakan hal yang sangal wreen, mengingat eksistenst hukum ity sendivt tidak hisa
dilepaskan dari kelidupon bermasyarakat dan bernegmra. Dalam kafian ini setidaknya ada beberapa
Jaktar yang cukup dominan dan perly mendapat pevhatian dovi berbagai pilak, yakni : 1) Lemaltiya
substansi (maleri) perundangan; 2). Aparat penegak hukum yang beak profesional dan ltidaek
bermoral; 3). Sistem dan prinsip peradilan yang belum ferlaksana secara baik, dan ; 4) Masih
rendalinga partistpusi dan kesadavan fukum masyarakat, Dengan demikian perlu diriomuskan
unifikast bk aten pemeteanuya secorn pasti; peningkatan kualites moral dan profesionalitas
nparat pewegak luckam; perbaikan sistem peradilan, dan weningkatkan budaye hkum dan tingka!
kekritisan wasyarakat tevhadap produk-produk Tk,

Kata kunc : pepegakan b, lamdatan, aparit

Pendahuluan

Tujuan kaidah hulum adalzh untuk
menciptakan kedamaian hidup anlar
pribadi, kaidah hukum tersebut menjadi
pedoman alau patokkan bagl prilaku atau
sikap tindak yang dianggap pantas alau
seharusnya guna untuk menciplakan,
memelihara dan mempertahankan
kedamaian dalam masyarakat oleh sebab
itn huokum  sangal  diperlukan  dalam
tatanan kehidupan bermasyarakat,
berbangsa dan bernegara.

Perbincangan seputar hukum kind
merupakan persoalan yang menarik karena
selam merupakan masalah yang klasik
fundamental, ja juga merupakan masalah
yang tetap aktuil. Discbut klasik, karena
masalah hukum semenjak zaman Yunani
Kuno telah muncul dalam wacana filsafat,
sgjalan dengan tingkat perkembangan
peradabanmya yang sudah menuntut
adanya suatu peraturan untuk menata
berbagai  aspek  kehidupan  dalam
masyarakat. Dikatakan fundamental,
karena masalah hukum pada akhirnya
menyangkut segi aksiologis, berupa nilai-
nilai imperatif yang akan diberlakukan
dimana manusia sendirilah yang akan
menjadi subjek dan sekaligus objek dalam

*Penulis adalah Desen FSELAIN Benghkuly

kehidupan di bidang hukum.
Permasalahan hukum menjadi aktual,
karena masyarakat Indonesia dewasa ini
sadang mengalami dekadensi dan
disinintegrasi dalam berbagai aspek
kehidupan, yang menuntut adanya
reorientasi dalam  pembinaan  dan
pengembangan  hukom. Upaya ini
dilakukan agar supremasi hukum dapat
ditegakkan dalam arti yang sebenarnyal.
Sekaligus sebagai upaya  untuk

meminimalisir problem kebangsaan vang

sedang melanda bangsa Indonesia.

Namun harus  diakui, upaya
penegakan supremasi hukum di Indonesia
bukan merupakan suatu pekerjaan vang
mudah dan sederhana. Hal ini disebabkan
rendahnya penegakan hukum di Indonesia
56 a bukan soal yang barn. 1Ia
merupakan masalah yang sudah cukup
lama terjadi, tetapi karena tdak segera
diatasi secara tuntas dan komprehensif,
mengakibatkan persoalan hukum menjadi
berkembang dan berlarut-larut. Akibatnya,
persoalan terus bertambah sampai saat ini,
sementara sclusi penyelesaiannya tidak
banvak mengalami kemajuan.

Dengan kata lain, semakin bertambahnya
penyimpangan dalam penegakan hulam di
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tengah masyarakat, sementara solusi ke
arah  perbaikan  dalam  penegakan
supremasi hukum masih sangat jauh dari
harapan.

Dari uraian di atas, dapat diperoleh
gambaran bahwa permasalahan penegakan
hukum dalam masyarakat merupakan hal
vang sangat urgen. Mengingat eksistensi
hukum ftu sendirl tidak bisa dilepaskan
dari kehidupan bermasyarakat dan
Dalam kenyataarmya
kehidupan masyarakat selalu ditkal oleh
perkembangan hukum yang berlaku  di
masyarakat, demikian halnva sebaliknva.
Melalui artikel ini aken dibahas seputar
penegakan supremasi hukum di Indonesia,
meliputi Sistem Penegakan Hukum;
rendahnya penegakan hukum di Indonesia
dan berbagai faktor vang melingkupinya ;
pentingnya penegakan hukum dan upaya
penegakan hukum di Indenesia.

bernegari.

Sistem Penegakan Hukum

Menurut sebagian pendapat,
penegakan  hukum  diartikan  sebagai
kegiatan menyerasikan/ menyelaraskan
hubungan  nilai-nilai/ kaidah-kaidaj
(hukum) yang ideal dan meralisasikannyva
dalam sikap perilaku serta berbagai
aktivitas untuk  menciptakan  social
CHEIHECING, memelihara dan
mempertahankan (sebagai social onfrol )
kedamaian dalam pergaulan hidup? Dari
pengertian ini dapat dipahami, bahwa
sistem  penegakan hukom (yang ideal)
adalah lerkail dengan adanya keserasian
antara nilai-nilai dan kaidah hukum dengan
perilaku nyata manusia.

Dalam kaitan keserasian antara
kaidah hukum dan perilakn  manusia
meniscayakan berlakunya kaidah hulam
dalam berbagai aspek kehidupan dan sikap
perilaku manusia, yvang secara teori ilmu

78

hukum umumnya dibedakan pada 3 (liga)
macam pemberlakuan kaedah tersebul
Pertama, pemberlaluan  hukum  secara
vuridis; kedus, Pemberlakuan hukum
secara sosiologis, dan; kefiga, berlakunya
hukum secara filosofis.?

Femberlakuan hukum vang
disebutkan pertama mengancung
pengertian  bahwa  kaedah  hukum

menunjukkan hubungan keharusan anlara
sualu kondisi dan akibatnya dengan
ketentuan hukum yvang telah  ditetapkan
secara yuridis-formal. Berlakunya hukum
secara sosiologis, yang berintikan pads
efektifitas hukum. Dalam hal ini ada dua
teori yang menyatakan hal tersebut
Pertama, teori kekuasaan yang menyatakan
bahwa hukum berlaku secara sosiclogis.
apabila dipaksakan berlakunya oleh
penguasa; dan hal itu terlepas dari apakah
masyarakat menerima atau menolaknya
Kedua, teori pengakuan vyang berpokok
pangkal pada pendirian, bahwa berlakunys
hukum didasarkan pada penerimaan alas
pengakuan oleh mereka kepada siapa suate
ketentuan hulkum diberlakukan
Sedangkan  perlakuan hukum  yang
disebutkan terakhir mengandung am&
bahwa berlakunya hukum sesuai dengas
cita-cita hukum sebagai nilai posit®
tertinggi 4

Agar hukum dapat berfungsi secars
baik, maka hukum harus memenulu ketigs
pemberlakuan  tersebut. Hal i
disebabkan, apabila hukum hanya berlak
secara yuridis, maka ada kemungkinas
hukum hanya merupakan kaidah yang ma
dan formalistik saja. Jika kaidah hukw
hanya berlaku secara sosiologis dalam as
teori kekuasaan, maka hukum terseb
akan menjadi aturan pemaksa s&
Sementara itu, apabila hukum hany
bersifat filosofis, maka hukum terse




hanya boleh disebyt sebagai kaidah huukm
yang diharapkan dan dicita-citakan saje.
Dengan demikian dapat disebutkan bahwa
apabila kaidah hukum tersebuy diartikan
sebagai suatu patokan dan pedoman untuk
dapat bergaul dan berinteraksi dengan baik
serta  terciptanya  kedumaian  dan
ketentraman hidup, maka ketiga  sifat
pemberlakuan hukum sebagaimana tolah
dijelaskan adalah suatu kemestian,
Sehubungan dengan landasan dan

faktor vakni :

1. Hukum atau peraturan itu sendiri,
Kemungkinannya  adalaly bahwa
terjadinya  ketidakcocokan dalam
peraturan perundang-undangan
mengenai  bidang-bidang kehidupan
tertentu, Kemunglkinan lainnya adalah
tidak kecocokan antars peratudan
perundang-undangan dengan hukum
tidak tertulis atan hukum kebiasaan,

2. Mentalitas petugas yang menegakkan
hukum. Penegak hulkum entara lain
hakim, polisi, jaksa, pengacara dan
petugas  lembaga pemasyarakatan,
Apabila peraturan perundang-
undangan sudah baik, akan tetapi
mental penepak hukum kurang baik,
maka  akan  terjadi gangguan,
kerusakan dalam penegakan hukum,

3. Fasilitas yang  diharapkan  untuk
mendukung  pelaksanaan hukum,
Kalau peraturan perundang-undangan
dan penegak hukum sudah baik, akan
tetapi fasilitas kurang memadai pada
batas-batas tertentu, maka penegakan
hukum tdak akan bejalan  dengan
semestinya,

- - a3

ol Kenadi
Fenggskar Sulim o ihdmesis

4. Kesadaran hukum, kepatuhan hukum
dan kesadaran warga,’

Keempat faklor di  atas saling
berkaitan dan merupakan mb dari sistem
penegakan hulaim. Apabila keempat faktor
ditelaah  secara seksama, maka akan
terungkap  mengenai  halhal yang
berpengaruh  pada  sistem penegakan
hukum, termasuk kemunglinan  terjadi
rendahnya penegakan hukum dalam suatu
negara, termasuk Indonesia yang disebut-
sebut scbagai nepara vang berlandaskan
hukum.

Rendahnya Penegakan Hukum dj
Indonesia
Sebagaimana  wraian i atus,

Tendahnya penegakan hukum di Indonesia
sudah berlangsung cukup lama. Bila
ditelusuri, sejak masa Orde Lama upaya
memardpulasi hukum untuk kepentingan
ekonomi  dan  politik  sudak mulai
teslihat dan banyak
dipraktekkan. Demikian pula halnya pada
masa Orde Baru, hukum dimanipulasi
untuk  mengembangkan pembangunan
yang di sana sini hukym menjadi bersifat
represif,  melanggar  hak-hak asasi
masyarakat yang Wung-ufungnya memberi
legitimasi terhadap apa yang sekarang
disebut sebagai Korupsi, Kolisi dan
Nepotisme (KKN) dan kronismenya 6
Memang harus diakui dan sudah
menjadi anggapan umum bahwa masa
Orde Baru sebenarnya tampak ada
semacam  penegakan supremasi hukum,
meskipun sifatnya  semu, Dikatakan
demikian, sebab melalui tangan-tangan
terselubung yang bersifat keras, kejam dan
terkadang Hdak manusiawi, rakyat tetap
merasakan adanya ketenangan semu dalam
berbangsa dan bemnegara. Kondisi ind tentu
saja berubah, terutama setelah jatuhnya

79
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rezim Orde Barn dan melahirkan Orde
Reformasi.

Kini pada Era Reformasi setelah
pembangunan ekonomi mengralami
stagnasi vang diawali denpan krisi moneter
dan krisis politik, serta lemahnya seluruh
pembangunan e¢konomi  vang  semiila
dikatakan mempunyai fundamental yang
kuat, merjadi ambruk diikuti pula seluruh
bangunan politik yang ditkuti oleh kondisi
yang serba tidak menentn. Akibatnya,
rakyvat sudah tidak lagi memilild optimisme
dan kehilangan berbagai orientasi dalam
menjalani kehidupannya.

Krisis ekonomi dan krisis pelitik yang
akar-akamya tertanam di dalam krnsis
moral dan krisis budaya, menjadikan
masyarakat Indomesia kehilangan orientasi
nilai, bahkan lidak jarang menciptakan
permasalahan-permasalahan  psikologis.
Kehidupannya menjadi hambar, kejam, dan
kasar, gersang dalam kemiskinan budaya
dan kekeringan spiritual” Kini masyarakat
sudah tidak percaya lagi kepada lembaga-
lembaga penegak hukum yang dianggap
sudah  kehilangan  integritas  dan
kredibilitasnya sebagai tempat untuk
memperoleh  kebenaran dan  keadilan.
Tidak jarang masyarakat secara emosional
dan sentimentil menghakimi sendiri kasus-
kasus yang dirasakan sebagai pengganggu
atas rasa “kebenaran dan keadilan”.
Pembunuhan, pengrusajan, perjarahan, dan
pembakaran,  merupakan  pelecehan
terhadap  supremasi  hukum  dan
menggantikannya  dengan  supremasi
massa. Kenyataan imi, salah satunya
sebagai akibat dari sistem penegakan
hukum vang masih sangat rendah dengan
berbagai faktor yang melingkupinva.

Senada dengan wuraian terdahhulu
tentang  faktor-faktor yamg  dapat

mendukung berfugnsinya hukum secara
80

baik, maka dapat disebutkan beberapa

faktor yang menghambal terhadap

penegakan hukum di Indonesia. Menurut

Malik Ibrahim® faktor-faklor tersebut

antara lain :

1. Masih lemahnya peraturan
perundangan.

2, Kurangnva keahlian, keterampilan dan
moralilas aparal penegak hulkum.

3. Sistem lembaga peradilan yang secara
umum  belum memernmhi prinsip-
prinsip peradilan, vkl
sederhana, dan biava ringan.

4, Kurangnya parlisipasi masvarakat
dalam menumbuh-kembangkan dan
memasyarakatkan budaya hukum.

Sementara itu menurut  Romlh

Atmasasminta,? lidak efektifnya penegakan

hukam di Indonesia karena beberapa faktor

berikut ini :

cepat,

1. Substansi peraturan perundangan
kurang lengkap den masih adanya
kelemahan-kelemahan.

2. Adanya substansi peraturan

perundangan  vang masih tumpang
tindih satu sama lain.

3. Adanya substansi
perundangan yang
menempatkan kepentingan pemerintah
jauh lebih besar daripada untuk
kepentingan masyarakat luas,

4. Masih belum adanva kelegasan
mengenai perbedaan antara fungs
eksekutf, yudikatif, dan legislatif.

peraluran
masih

5. Kesadaran dan tangpung
berbangsa dan bemegara
menghagilkan  produk  pera

lainmya seperli
ekonomi dan politik.




Selain beberapa faktor di atas, hal lain
vang  perlu mendapat perhatian  dalam
penegakan hukum di Indonesia adalah
adanya kecenderungan dominannya /
kuatnya  pendekatan  keamanan demi
stabilitas di segala  bidang kehidupan.
Pendekatan seperti ini dapat dimengerti,
terutama bagi negara-negara berkembang,
yang  akselerasi pembangunan mengejar
ketertinggalan masih sulit diciptakan. Qlely
karena itulah, pada umumnya dalam
hegard dunia ketipa, supra strukiur politik
lebih dominan dibanding infra struktur
politik  dalam Proses  pengambilan
keputusan politik. Demilgan juga dalam
proses pembentukan peraturan
perundangan, pendekatan pertimbangan
stabilitas  politik  salaly didahulukan

dibanding aspek-aspek lainnya,
Dari faktor-faktor yang
menghambal penegakan  hukum  dj

Indonesia setidaknya ada 4 (empat) faktor
Yang cukup dominan dan perlu mendapat
perhatian dari berbagai pihak, yakni : 1)
Lemahnya substansi {maleri) perundanpan;
2). Aparat penegak hukam yang tidak
profesional dan tidak bermoral; 3). Sistem
dan  prinsip peradilan  yanp  belum
terlaksana secara baik, dan ; 4} Masih
rendahnya  partisipasi  dan kesadaran
hukum masyarakat, Berikul ini akan

diuraikan secara ringkas keempat fakior
dimaksud.

Lemahnya (Materi)
Perundangan

Menurut Friedmano yang dimaksud
dengan substansi adalah aturan, norma dan
pola perilaku nyata manusia yang berada
dalam sebuah sistem (hukum). Substansi
juga berarli produk yang dihasilkan oleh
orang yang berada di dalam sistem hukem
lersebut,  meliput Peraturan-peraturan

Substansi

Jahn Kargdl
Feasnatan Sk & indanesiz
yang distisum,
diberlakukan,
Peraturan perindangan vang ada di
Indonesia sampai saal in ternyata belum
mencerminkan suatu kesatuan (unifikasi)
sebagai  saatu  latanan hukum  yang
berdasarkan sistem hukum Nasional, Hal
tersebut dapat dilihat dar banyaknva
ditemui tatarian hukam yang berbeda-beda,
yang kurang terpadu, terpecah-pecah dan
mungkin saling bertertanpan satu sama
lain.  Asumsi yeang dapat dikemukakan
terkail dengan permasalabian inj - Pertama,
terdapat latanan hukum vang berasal dari
produk peraturan perundangan  hukum
kolonial  Belanda yang sampai saat i
masih  berlaku seperti  KUHPidana,
KUHPerdata (BW), KUHDagang, dan
beberapa perundangan lainnya.  Kedug,
talanan hukum dari produk peraturan
perundangan vang dibual setelah Indonesia
metdeka, batk yang dibuat pada masa Orde
Lama, Orde Dary, maupun Orde Reformasi.

Ketiga, tatanan hukum aday yang masih
dan

dikeluarkan dan

ada
berlaku dalam praktek penegakan
perudangan, terutama dj daerah-daerah
lertentu yang masyarakatnya masih terikat
kuat dengan mengpumakan adat istiadal
setempat.!!  Kondisj perundangan  yang
demikian pada akhimya menimbulkan
perbedaan penafsiran antar dparat penegak
hukum, Kenyataan ini juga akan
memberikan peluang untuk memarculkan
peraturan perundangan dalam kasus-kasus
yang sarat kepentingan,

Aparat Penegak Hukum
Bermoral

Berhicara tentang aparat Penegak
hukum meliputi aparat-aparat yang ada di
berbagai  instilusi-institusi pencgakan
hukum antara lain - kepolisian, kejaksaan,

81

yang Kurang
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dan pengadilan. Untuk hirarki peradilan
umum di Indonesia misalnya, mulai dari
yang terendah, Pengadilan Negeri hingga
vang tertinggi, Mahkamah Agung Republik
Indonesia.

Dari berbagai aparat penegak hukum
yang ada (polisi pengacara, jaksa dan
hakim), banyak ditemukan aparat penegak
hukum vang menyalahgunakan jabalan
untuk hal-hal vang justru bertentangan
dengan tugas dan tanggung jawab vang
diembannya. Karenanya, hukum sering
dimanipulasi untuk melindungi pihak-
pihak vang memiliki kekuasaan vang lebib
tinggi, memenangkan pihak-pihak tertentu
vang memberikan keuntungan secara
meateri dan memihak kepada kepentimgan-
kepentingan politik tertentu.

Bukti yang cukup relevan yang dapat
diajukan untuk hal diatas, adalah sampai
saat ini aparat penegak hukom belum
secara optimal melakukan upaya-upaya
dalam penuntasan berbagai kasus, misalnya
kasus korupsi, narkoba, dan pelanggaran
1IAM. Sungguh ironi, Indonesia yang
menurut berbagai penelitian texmasuk salah
satu negara terkorup di dumia, namun
dalam penegakan hukum terhadap mercka
vang terlibat dalam kasus korupsi masih
sangat lemah. Indikasinya adalah masih
sangat sedikitnya para koruptor yang
mendapat imbalan atau ditahan sesuai
dengan  perbuatan  korupsi  yang
dilakukatmyza.

Sehubungan  dengan  masalah
lersebul, Mardjone Reksodiputro,1?
berpendapat  bahwa  rasa  hormat
masyarakat terhadap sistem peradilan
(hukum) sangat bergantung pada sistem
pelayanannya. Saat ini masyarakal sangat
tidak puas terhadap pelavanan peradilan.
Peradilan dianggap telah gagal memenuhi
harapan masyarakat, Implikasinya, timbul
82

rasa kurang hormat terhadap peradila
juga melahirkan suatu tuduhan bahw
peradilan sudah dipolitisir dan korup, van
difasilitasi oleh praktisi hukum itu sendir
baik pengacara, jaksa, halim maupu
aparat penegak hukum lainnya. Bi
kondisi ini terus terjadi, maka aka
berimplikasi pada wibawa hulum
hadapan masyarakat. Jika hukum fids
berpihak pada kebenaran dan keadilas
melainkan  pada  kepentingan  hulku
maka cukup
masyarakat memilih meninggalkan huku
vang ada dan menempuh cara lain di
hukum.

tortemi, heralasan  hi

Sistem dan Prinsip Peradilan yang Belu
Terlaksana secara Baik

Dari aspek sistem lembagg peradils
yang ada, secara umum lembaga peradil:
di Indonesia kurang memenuhi prinsi
prinsip peradilan yaitu cepat, sederhan
dan biava ringan'®  Sehingpa timb
perilaku masyarakat yang melecehks
peradilan dan wibawa hukum.

Salah satu hal yang perlu mendap
perhatian- sebagai penyebab  laman
proses hukum - adalah karena peradilan:
Indonesia mengenal tiga tingkatan, yal
peradilan  tingkal pertama, peradil
tingkat banding dan peradilan tingk
kasasi (ke Mahkamah Agung), sementara
sisi lain tidak ada batasan perkara va
dapat diajukan kasasi. Dengan kata lai
semua jenis perkara tanpa terkecuali ba
dari segi kuantitas (jumlah nominalny
maupun  kualitas (berat/ ringanny
perkara yang dapat diajukan kasa
Kenyataan ini  disebabkan  kas:
merupakan hak dari pihak yang berpeka
di Mahkamah Agung (MA) sekalig
sebagai penghargaan terhadap hak asé
manusiait Hal tersebut mengakibats



banyaknya pihak-pihak yang berperkara
yang lidak puas dengan peradilan di bawah
MA  mengajukan kasasi Kondisi i
mengakibatkan sampai saat ini MA selalu
kebanjiran dan kewalahan menyelesaikan
perkara-perkara yang masuk, sehingpa
tunggakan perkara tdak bisa dihindari,
pada gilirannya berperkara di MA
mengalami proses yang cukup lama, Bila
sistem peradilan diatas tidak segera
diantisipasi secara konkrit, hal tersebut
akan memunculkan mafia-mafia peradilan
vang tidak bertanpoing jawab,

Masih  Rendahnya  Partisipasi
Kesadaran Hukum Mayarakat

Masyarakal sebagai basis tumbuhnya
kesadaran hukum harus  senantiasa
berupaya untuk menegakkan hukum dan
keadilan. misalnya, memiliki keberanian
untuk mengoreksi langkah-langkah aparat
penegak hukum maupun muatan hukum
yang dipandang telah keluar dari koridor
keadilan dan kebenaran, Akan tetapi harus
diakui, masyarakat Tndonesia masih
memiliki tingkat kesadaran yang rendah.
Hal ini muncul sebagai implikasi dari
rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat
terhadap pemerintah  dan penegakan
hukum,

Semakin rendahnya tingkat
kepercayaan tersebut, disebabkan Warga
secara  kasat mata menyaksikan dan
mengetahui  sendiri betapa “sandiwara
hukum” dan lebih khusus lagi “sandiwara
peradilan” masih tetap berlangsung. Dari
kenyataan ini, dengan semakin rendahnya
Lingkat kepercayaan masyarakat terhadap
pemerintah dan penegakan hukum, maka
akan semakin tinggi tingkat perilaku
kekerasan di dalam masyarakat. Ketika
hukum tak mampu lagi menahan nalyri
kekerasan, pada saat yang sama hukum

dan

Jokn Kenadi
Banegatan Hokum & fedonssis

beserta instrumen yang terkail, dalam
pandangan masyarakat lidak mampu lagi
melindungi masvarakat. Selain itu, hukum
tdak mampu lagi untuk memuaskan rasa
keadilan dan menciptakan perdamaian
sosial.  Implikasinya, masyarakat akan
melakukan apa yang secara sosiologis
disebut self help, yang secara yuridis
normatif dinamakan tindakan main hakim
sendiri.ls

Pentingnya Penegakan Hukum

Sebagaimana telah disinggung diaias,

keberadaan hukum i tengah-tengah
masyarakal sangat penting, terlebih pada
masyarakal  yang  heterogen seperti
Indonesia.  Hal ini mengingal bahwa
diantara fungsi hukum dalam masyarakat
adalah menjadi petunjuk dan pengengdali
tingkah laku individu / kelompok dalam
kehidupan masyarakat, sehingga hukum
dapal  berperan untuk menegakkan
keadilan, keteraluran, ketentraman dan
ketertiban.  Dari sini, dapal disebutkan
bahwa kepastian hukum di tengah
masyarakat merupakan suatu hal yang
tidak dapat ditawar lagi,

Dengan adanya kepastian hukum,
dengan  sendirinya sehap  angpota
masyarakat akan mengorganisir struktur
pribadinya agar jangan sampai melanggar
hukum. Hal ini karena, kalau terjadi
pelanggaran, seseorang harus berhadapan
dengan dan dikenakan sangsi hukum yang
berlaku, guna terciptanya masyarakat yang
aman, tertib dan penuh tanggung jawab.
Hukum penting ditegakkan, karena dibalik
upaya tersebul ada tujuan dan fungsi yamg
sangat urgen yang diperjuangkan untuk
kepentingan masyarakal, Tujuan-tujuan
vang dimaksud antara lain : menciptakan
ketertiban  dan  ketentraman
menegakan keadilan,

serta
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Pertana, Menciptakan Ketertiban dan
Ketentraman,  Ketertiban adalah tujuan
pokok  dalam penegakkan  hukum.
Kebutuhan akan ketertiban ini merupakan
syarat fundamental bagi terciptanya
masyarakat ~ manusia = yang teratut.
Ketertiban sebagai tujuan utama hukum
merupakan suatu fakia objektil yang
berlaku bagi masyarakat dalam segala
aspek kehidupan,

Untuk mencapai ketertiban dalam
masyarakat, divsahakan adanya
kepastian dalam perganlan antar manusia
dalam masyarakat. Yang lak kalah
pentingniva adalah ketertiban dibutubkan
bukan hanya untuk kepentingan kehidupan
masyarakat teratur, tetapi  merupakan
syarat mutlak bagi suatu organisasi/
lembaga (hidup) yang masih berperan
sampai sekarang, Karena itulah terdapat
lembaga-lembaga hukum, seperti : 1)
Perkawinan, yang, memungkinkan
kehidupan yang tidak dikacaukan oleh
hubungan antara lelaki dan perempuan; 2)
Hak milik, dan ; 3) Kontrak yang harus
ditepati oleh pihak-pihak yang
mengadakannya. Tanpa kepastian hukum
dan ketertiban masyarakal, manusia tidak
meungkin mengembangkan bakal-bakat
dan kemampuan yang diberikan Tuhan
kepadanya secara opfimal di tengah
masyarakal. '

Ketertiban masyarakat yang
dikehendaki pada hakikatmya adalah untuk
melahirkan kedamaian dalam pergaulan
hidup manusia. Kedamaian dalam hidup,
di satu pihak berarti harus adanya
keleraturan, dan di pihak lain harus adanya
ketentraman, vang keduanya harus dijalin
secara serasi dan berkesinambungan.

Pada umumnya ada kecenderungan,
bahwa penguasa lebih menekankan pada
masalah  ketertiban, karena biasanya
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penguasa tHdak mau direpotkan oldh
keadaan masyarakat yang tidak tertib, I8
lain pihak, warga masyarakat cenderung
untuk  memberikan penekanan  pads
ketentraman dan kedamaian, sebagai efel
dari penegakan hukum.

Kedua. Menegakkan Keadilan
Penegakan hukum yang mencerminkas
rasa keadilan merupakan tugas berat yang
menuntut  pengorbanan  serta harus
diperjuangkan secara ferus MCTNETS
Untuk  mengetahui dimensi-dimens
keadilan dalam penegakan hukum, sals
satunya dapat dilihat dari
ideologi, vakni nilai-nilai dan kepercayass
yang, berkembang dalam masyarakat.

Secara  konstitusional, kead:
ditemukan dalam Pembukaan, Batane
Tubuh dan Penjelasan UUD 1945, Dalas
hal ini perlu digarisbawahi Penjelasan pas '
28 UUD 1945, vang menyatakan
pasal-pasal, baik yang berlaku bagl warg
negara maupun bagi seluruh  pendudul
harus memuat hasrat bangsa Indoness
untuk membangun masyarakat yang
demokralis, berperikemanusiaan, ik
berkeadilan sosial.  Jaminan kosntif
terhadap keadilan ini cukup :
dijadikan bukli bahwa muatan keadils
dalam penegekan hukum merupakan &
vang mutlak dibutuhkan. Hal ini semaks
dirasakan terutama dengan meningkalos
tuntutan atas keadilan yang berkembas
dewasa ini. oleh karena itu diperlu
adanya suatu pedoman penegakan fuikis
dan keadilan vang diharapkan dap
dirasakan oleh semua pihak.
Upaya Penegakan Hukum di Indonesia

Secara universal, salah satu upas
untuk dapat keluar dari keterp
hukum dan menegakkan supremasi huks
adalah dengan mengorientasils
pandangan dan membebaskan diri &
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Positivisme hukum ity sendliri.
Perla  dilakukan, karena  kalay
mengandalkan g,
hukum secara ]egajislik—'fomlalisﬁk, yang
hanya berbasiskan Pada peratiran tertulis,
maka hakikat kebenaran  dari Suatu
ketetapan hukum akan sangat sulit untuk
dapat diraih, Memmut Saljipto Raharjol?
bahwa dalam konteks intelektua yang
didominasi  qlek Pikiran  normatit.
positivistik,  maka Pemikiran yvang
demikian memjadi - termarjinalkan dan
merupakan aliran pInggiran,

Kritikan terhadap positivisme uga
dari berbagai kalangan  Ad,
kritikan yang sifatya teoritis, dan ada pula
yang bersifat prakiis. Anwarul Yaqinis
mengemukakan beberapa kritikan tersebut,
antara  lain - Pertama, pandangan
tidak
yang
Kebiasaan-kebiasaan yang
Pengadilan, sama sekal;
ungkapan keinginan
pihak yang berdaulat, Kedua, deskripsi
dalam hukum Positivisme lehip banyak dan
mendekati ki pidana yang
membebankan kewajiban—lcewa]'iban
Padahal, banyak hukum yang tidak

éﬂtﬂl‘lg

Hal inj

hanya
dan  pemahaman

ofn Kened;

Fenagaiar Hakwm of frmnees

hukum tidak dapat digolongkan ke dalam

periniah  yang berdaulat, tetapi  dapat

disebut sebagaj kekuasaan dar berbagai

Grgan  dari  syayy negara,  lermasuk
kekuasaan darj kedaulatan politik.

Terkait dengan materi

(substansi)
huaim  (perundan gan), agar

solusi agar
penundangan dapat dirumuskan sehingpa
mencerminkan suatu kesatuan (umifikasi)
sebagai suaty tajanan hukum berdasarkan
sistem hukum Nagiona] 19 Apabila unifikasi
dalam aspek Perundangan iy gqlj
diciptakan, maka setidaknya terdapat
langkah  uniuk mengadakan  pemetagn
secara pasti, hukum mana yang dipakai
dalam wilayah, massa, dan kasus-kasus
lertentu.  Hal ini sangal perlu dilakukan
mengingat, selain bertujuan menegakkan
keadilan, juga dapat menjamin kepastian
hukum di tengai-tengah masyarakat,
Memang harus diakuyi bahwa efekiif

atau  tidaknya suaty ketentuan hukum,
tidak  hanya tergantiung  pada  unguy
substansi

hudkumnya saja  scbagaimana
pandangan di atas, tetapi juga ditentukan
oleh dua unsur sistem  hukum lainnya,

hukam dan Jujae
membebankan kewajiban dan juga tidak hukum. Struktur  hukum mencakup
membutuhlkan Penghukuman Ketiga, nstitusi-institusi  dan apatat  penegak
motivasi  dalam Penerapan hukum hukum sedangkan kultyr hukaunn melipuli
Positivisme biasanya  adalah untuk  opini-apinj, kehiaﬁaan-kehia.saazl, cara
menakut-nakuti, Padahal, rass talys bukan  berfikir dan bertindak baik aparat hukum
satu-satunys motif sehingpa Orang menaati maupun  wargg masvarakat Terkait
hukum, Dengan kata lain, terdapat banyal dengan strukpur hukum, makg diperiukan
motif lain sehingea orang taat kepada  syapy mstitusi yang efektif dan elisien
hukum, seperj respek terhadap hokum,  dalam Proses penetapan suaty perkara
simpati terhadap pemeliharaan, ketertiban hukum® Dajam Proses peradilan tngkat
alau  alasan yang sifatiiya - manusiawi, kasasi misalnya, agar  tidak terjadi
Keempal, definisi hukum dari  kaum Penumpukkan perkara, yang
Positivisme  tidak dapat  diterapkan

tethadap Hukum Tata Negara, karena

mengakibatkan proges Penyelesaian hukum
merjadi lambat, berbelit-belit,

dan bisa
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memakan biaya yang besar, maka perkara-
perkara yang dapat dikasasi harus dibatasi,
baik dengan melihat jumlah nominalya,
alau tingkat berat/ ringannya perkara,

Selain upaya diatas, diperlukan joga
para penegak hukum yang berwawasan
Tuas, memiliki kedalaman Umu hukum,
mempunyai  kedekatan dengan  rasa
keadilan rakyat banyak, dan tidak berkiblat
kepada kepentingan politile-politik partai
atau golongan terteniu serta cakap dalam
melaksanakan  tujuan  hukum  yang
diembannya. Hal ini mengingat fungsi
hukum saat ini sudalh berkembang sebagal
alat pengubah
masyarakat atau social modification, Dalam
pexspektif  ini, fungsi hukum harus
mengubah  karakier manusia  atau
memperbaharui  etika moral manusia.dl
Oleh karenanya, menjadi fugas aparat
penegak hukum untuk pertamas tama
mengubah  karakter, etika dan moral
pribadinya, untuk bsia mengubah karakter,
otika dan moral masyarakatnya. Dalam satu
upaya yang dapat dilakukan adalah dengan
mengembalikan  hukum kepada akar
moralitas, kultural, dan akar religiusnya.

Sgbab, hanya dengan cara ind masyarakat
akan dapat merasakan hukum itu cocok
dengan niali-nilai instrinsik yang mereka
anut. Sepanjang aturan hulum yang ada
tilak sesual dengan nilai-nilai tersebut,
maka ketaatan huokum yang muncil
hanyalah sekadar ketaatan yang bersifat
compligice (taat karena takut sanksi), dan
bukan ketaatan yang bersifat internglization
(taat karena benar-benar mengangeap
sturan hukum itu cocok dengan nilai
instrinsik yang dianut).>

Kelaatan dan kesadaran hukum
masyarakat sangat penting, megingat
lembaga hukum (peradilan) adalah tempal
untik menyelesaikan persoalan-persoalan

B6

hukum agar ticak berkembang menjadi
konflik yang membahayakan keamanan
dan ketertiban masyarakat. Namun fungsi
ini hanya bisa efektf, menurul Satjipto
Raharjo® apabila pengadilan memiliki 4
(empat) pra syarat, yakmi:

Pertama kepercayaan (masyarakat)
bahwa di pengadilan mereka akan
memperoleh keadilan seperti yang mereka

kehendaki. Kedua, kepercayaan
(masyarakat) bahwa pengadilan
merupakan lembaga yang
mengekspresikan nilainilai  kejujuran,

imentalitas vang tidak korup dan nilai-nilal
utama lainnya. Ketiga, bahwa waktui yang
mereka pergunakan bisa efektif dan biaya
yang mereka keluarkan hemat dan tidak
sia-sia. Keempat, bahwa pengadilan
merupakan tempat untuk benar-benar
memperoleh perlimdungan hukum.

Kesimpulan
Berdasarkan uraian di atas maka

dapat  disimpulkan bahwa supremasi
fukum di Indonesia masih belum
terlaksanakan secara baik. Hal im

disebabkan banyak problem yang dihadaps
dalam penegakan hukum. Problem-
problem jtu misalnya, belum adanys
umifikasi  peraturan perundangan dan
kepastian hukumy; merosomya wibaws
aparatur penegak hukum; sistem peradilas S8
yang belum terlaksana secara efektif des
ofisien, dan ; masih rendahnya buday=
sadar hukum masyarakal Indonesia.
Beberapa upaya yang perie
dilakukan uontuk mengangkal wibaws
hukum dan menegakkan supremas:
hukum, antara lain : harus dilakuks
(dirumuskan) anifikasi  hukum  atas
pemetaannya secara pasti; peningkals
kualitas moral dan profesionalitas aparss
penepak  hukumy perbaikan  sistels
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